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TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN AROGANSI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM
PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI KASUS POLDA SUMUT)
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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya profesionalitas
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan unjuk rasa
sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Dugaan ucapan anggota
yang menonjolkan kekuasaan, hubungan dengan pejabat, atau identitas kelompok
dapat menimbulkan kesan arogan, intimidatif, dan tidak netral. Penelitian
memusatkan perhatian pada proses klarifikasi di Bidang Profesi dan Pengamanan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap dugaan tindakan arogansi saat
pengamanan aksi di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses hukum terhadap tindakan
arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa, mengkaji bentuk tindakan
arogansi pada studi kasus Polda Sumut, serta menganalisis pertanggungjawaban
hukum anggota yang melakukan perbuatan tersebut. Pembahasan diarahkan pada
penerimaan pengaduan, klarifikasi, audit investigasi, pembuktian, gelar perkara,
sidang kode etik, batas antara ketegasan dan arogansi, penggunaan jabatan dan
identitas kelompok, serta bentuk pertanggungjawaban disiplin, etik, administratif,
perdata, dan pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Seluruh data
dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma pengamanan unjuk rasa
dan kode etik profesi dengan fakta, konteks komunikasi, kedudukan petugas, serta
akibat yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum dilakukan
melalui penerimaan pengaduan, klarifikasi, pengumpulan bukti, pemeriksaan para
pihak, analisis norma, gelar perkara, dan apabila bukti mencukupi dilanjutkan ke
Sidang Komisi Kode Etik Polri. Arogansi dapat berbentuk ucapan yang
merendahkan, penonjolan jabatan, tekanan berbasis identitas, gesture intimidatif,
serta penggunaan kewenangan yang tidak proporsional. Pertanggungjawaban
utama berada pada ranah disiplin dan kode etik, dengan sanksi etika atau
administratif sesuai tingkat kesalahan dan dampak. Proses pidana atau perdata
hanya diterapkan apabila unsur hukumnya terpenuhi. Penanganan individual harus
disertai pemulihan dan evaluasi kelembagaan.
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Etik, Pertanggungjawaban Hukum
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LEGAL REVIEW OF ARROGANT CONDUCT BY MEMBERS OF THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) IN PROTEST SECURITY
(A CASE STUDY OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

ELSA SALSAHBILLAH TAMBUNAN
NPM. 245114242

ABSTRACT

The background of this research is based on the importance of
professionalism among members of the Indonesian National Police in securing
demonstrations as a form of expressing opinions in public. Alleged statements by
police officers that emphasize power, relationships with officials, or group identity
may create an impression of arrogance, intimidation, and lack of neutrality. The
research focuses on the clarification process conducted by the Professional and
Security Division of the North Sumatra Regional Police regarding alleged arrogant
conduct during the security of a demonstration at the Headquarters of the Medan
Metropolitan Police Resort.

The objective of research is to analyze the legal process concerning
arrogant conduct by members of the Indonesian National Police in securing
demonstrations, examine forms of arrogant conduct in the North Sumatra Regional
Police case study, and analyze the legal liability of members who commit such acts.
The discussion focuses on the receipt of complaints, clarification, investigative
audits, evidence, case proceedings, professional code of ethics hearings, the
boundary between firmness and arrogance, the use of official positions and group
identities, as well as forms of disciplinary, ethical, administrative, civil, and
criminal liability.

The research method used is empirical juridical research with statutory,
conceptual, and case study approaches. All data were analyzed qualitatively by
connecting the norms governing demonstration security and the professional code
of ethics with the facts, communication context, position of the officers, and
resulting consequences. The results of the research show that the legal process is
carried out through the receipt of complaints, clarification, evidence collection,
examination of the parties, analysis of legal norms, case proceedings, and, if
sufficient evidence is available, continuation to a hearing before the Indonesian
National Police Professional Code of Ethics Commission. Arrogant conduct may
take the form of degrading statements, emphasizing official positions, identity-
based pressure, intimidating gestures, and disproportionate use of authority.
Primary liability falls within the domains of discipline and professional ethics, with
ethical or administrative sanctions imposed according to the degree of fault and
impact. Criminal or civil proceedings are applied only when the relevant legal

elements_are fulfilled. Individual handling must be accompanied by institutional
very

luation.
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